Pendapatan Pajak Daerah — Maros Targetkan Kenaikan PAD Rp35 Miliar di
2024, Tiga OPD Jadi Andalan, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan

Sumber gambar:
https://sulsel.herald.id/2024/05/21/maros-targetkan-kenaikan-pad-rp35-miliar-di-2024-tiga-
opd-jadi-andalan/

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada tahun 2024
ditetapkan sebesar Rp314 miliar, meningkat Rp35 miliar dibandingkan capaian PAD
tahun 2023. Kepala Bapenda Maros, Sulawesi Selatan, Takdir, optimistis target ini
dapat tercapai, melihat capaian sejumlah kinerja organisasi perangkat daerah (OPD)

sejauh ini.

“Target PAD Kabupaten Maros tahun 2024 ini yakni Rp314 miliar atau naik
Rp35 miliar dari capaian PAD 2023, namun kami optimistis dapat tercapai,” kata
Takdir di Maros, Senin 20 Mei 2024. Takdir mengungkapkan bahwa tiga OPD yang
menyumbang target tertinggi adalah RSUD La Palaloi, Bapenda, dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Maros.

Dia juga menjelaskan bahwa terdapat 11 sektor pajak pendapatan Bapenda
Maros yang meliputi hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak listrik, air tanah, sarang

burung walet, MBLB, PBB, BPHTB, dan reklame. Sebelumnya, Bupati Maros HAS
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Chaidir Syam sangat yakin bahwa target PAD pada akhir 2024 akan tercapai. Chaidir
mencatat bahwa menjelang pertengahan 2024, beberapa OPD sudah menunjukkan
progres positif dalam kontribusi PAD. “Kalau sebelumnya target hanya sekitar Rp279

miliar, sekarang meningkat jadi Rp314 miliar,” ujar Chaidir.
Sumber Berita:

1. https://sulsel.herald.id/2024/05/21/maros-targetkan-kenaikan-pad-rp35-miliar-
di-2024-tiga-opd-jadi-andalan/ 21 Mei 2024.

2. https://makassar.antaranews.com/berita/539580/bapenda-maros-optimistis-
capai-target-pad-sebesar-rp3 14-miliar 20 Mei 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
“Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan
lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada
undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi dacrah”.

3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19 yang menyatakan:
Bendahara Penerimaan
a. Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD
dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD
b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas
dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;
2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;
3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan;
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4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan
5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan
daerah.
d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah
dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang
bersangkutan.
e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD
kepada kepala daerah melalui PPKD.
f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan
lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.
g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi
secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan

6) menyiapkan  dokumen  pembayaran atas  pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung
jawab secara administratif dan fungsional.

i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan

membuat laporan pertanggungjawaban  secara administratif atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administrative
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara  administratif  atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan
disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada
unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan pendapatan daerah.

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakantugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan kepala SKPD.
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0. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

p- Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu
Bendahara Penerimaan.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan
Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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